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BUPATIMAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
HABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara
vang disegani. profesional dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan guna mewujudkan Tata
Pemenntahan yang baik serta birokrasi yang berkelas
dunia, maka periu disusun Kode Etik Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Mamuju;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Mamuju tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Mamuju;

Menimbang 1. Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4423);

2. Undang-Undang Momor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repuhlilk
Indonesia Momor S434);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Iindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah heberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerintahan Daerah [Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor
142, Tambahan Lembaran MNegara HRepublik Indonesia

Momor 4450);

Dipindai dengan Gamﬂcaﬁner



3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 En ang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Fgrfm.llra.n Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indenesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR
' SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

BAB 1|
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan-

- Kabupaten adalah Kabupaten Marmigju.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Rabupaten Mamuju,

Bupati adalah Bupati Mamuju.

Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju;

Aparatur Sipil Negara vang selanjutnva disingkat ASN adalah Pegawai Negeri

Sipil dan Pegawai dengan perjanjian Kontrak atay disingkat PPPK.

Kede Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan

ucapan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup seharl-hard,

7. Majelis Kode Etik adalah tim vang bersifat adhoe bertugas melakukan
penegakan pelaksanaan dan menvelesaikan pelunggaran Kede Etik oleh
pegawal di Lingkungan Pemerintah Daerah

8. Terlapor adalah pegawai vang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;

9. Pelapor adalah secrang karena hak atau kewajiban berdasarkan Peraturan
perundang-undangan harus memberitalukan kepada pejabat yang berwenang
tefitang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik:

10. Pengadu adalah seorang yang memberitahiukan disertai psrmintaan kepada
pejabat yang berwenang untuk menindak pegawai yang telah melakukan
pelanggaran Kode Etik,

11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterarngan guna kepentingan
pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik vang ia dengar sendiri, ia
lihat sendirt dan ia alami sendiri.

12. Laporan adalah pemberitahusn secara tertulis yang disampalkan kepada
Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran
Kode Etik.

13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai
permintaan cleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang
untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang di duga telah
melakukan pelanggaran Kode Etik.

14. Pelanggaran adalah segala bentuk ueapan, tulisan atau perbuatan/perlaku
ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan kode etik.

15. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri
Sipil aebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang ASTN.
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16. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat
yang berwenang menghukum atau Pejabat lain vang ditunjuk.

BAE II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
berperilaku /Kode Etik bagi ASN.
(2] Tujuan ditetapkan Peraturan Bupad ini adalah:
a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. Meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
e. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga
suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang Lingkup Kode Etik terdiri dari:
a. sikap;
b. perilaku;
c. perbuatan;
d. tulisan:dan
€. ucapan.
BARB IV

NILATI - NILAI DASAR

Pazal 4

Nilai-nilai dasar kode etik ASN
Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar1945.
Semangat nasionalisme.
Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
Ketgatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fenghormatan terhadap hak asasi manusia,
Tidal: diglriminatif,
Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tingsi.
Semangat jiwa karps.
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur,
Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah.

. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdayaguna, berhasil guna, dan santun,
Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi,
Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kejasama,
Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan
Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistemn karier,
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BARBV
KODE ETIK ASN

Pasal 5
Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib
bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam:
A, bernegara;
b. berorganisasi;
¢. bermasvarakat;
d. diri sendiri;
e. sesama ASN.

Pasal &6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 hurul a meliputi :

a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945;

b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;

¢, Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersaty bangsa dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

d. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang- undangan dalam
melaksanakan tugas,

e, Betiap pegawal wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan
tugas penvelenggaraan pemerintahan vang bersih dan berwibawa;

I. Setiap pegawal wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu
dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;

g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua. sumber dava
negara secara efsien dan efektf, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan
Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja;

h. Setiap pegawai wajib tidak membenkan kesaksian palsu atau keterangan yvang
tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sshagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b

meliputi ;

a. Setiap pegawal wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan
vang berlaku.

b. Setiap pegawai wajib mamjaga informasi yang bersifat rahasia.

c. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan vang ditetapkan oleh
pejabat vang berwenang,

d. Setiap pegawai wajib membangun emos keria untuk meningkatkan kinerja
Drganisasi,

g, Setiap pegawai wajib menjalin kerjasama secara kooperatil dengan unit kerja
lain vang terkait dalam rangka pencapaian tujuan,

f. Sectiap pegawad wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

g. Setiap pegawal wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata
kerja.

h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif
dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peninglkatan kualitas kerja.

Pasal 8
Etika dalam bernegara sebagaimana dimalsud dalam pasal 5 huruf ¢ meliputi :
a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana.
b. Setiap pegawai wajib membenkan pelayanan dengan empati, hormat, santun,
tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan
c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secaracepat, tepat, terbuka, dan
adil serta tidak diskriminatif,
d. Setiap pegawai wajib tangeap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
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e. Setiap pegawai wajib  berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan
magyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9
Etika dalam bernegara scbagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d meliputi :
a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak
memberikan informasi vang tidak benar,
b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
c. Setinp pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,
maupun golongan.
d. Setiap pegawai wajib berinisiatil untuk meningkatkan kualitas pengetahuan,
kemampuan, keterampilan, dan sikap
Setiap pegawai wajib memiliki dava juang vang tinggi.
Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani
Setiap pegawal wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan

T o0

Pasal 10

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf & meliput :

a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk
agama/kepercayvaan vang berlainan.

b, Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan  dan kesatuan sesama
ASN.

c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara 1oman sejawat, balk secara
vertical maupun horizontal, dalam suatu unit kesa, instansi, maupun antar
instansi

d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat.

e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN.

f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesame

[ ASN

g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korpas Pegawai Republik
Indonesia, vang menjamin terwujudnya salidaritas dan salhditas semua ASN
dalam memperjuangkan hak-haknva,

BAB VI
HKODE ETIK DI ORGANISASTI PERANGHAT DAERAH DAN

HKODE ETIK PROFES]

- Pasal 11

{1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah dapat menetapkan Kode Etik di instansi
masing-masing dan Kode Etik Individu dan fatau Profesi.

(2] Kode Etik sebagaimana dimaksud pada avat (1] ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan karakteristic masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah

{3) Kode Etim scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan kode etik sechagaimana di atur dalam peraturan Bupati ini.

BAR VII
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12
{1} Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis
Kode Etik Kabupaten vang ditetapkan oleh Bupati.
(2} Untuk menegakkan Kode Etik ditingkat Organisasi Perangkat Daerah dapat
dibentuk Majelis Kode Etik,
[{3) Pembentukan Majelis Koede Etik sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 13
(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Fa
dari:
a. |1 [satu) orang Ketua merangkap Anggota; .
b. 1 {satu) orang Walkil Ketua merangkap Hnggm.
c. 1 {satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;dan

d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota _ .
(2) Dalam hﬂig."mggﬂta Majelis Kode Etik lebih dari 5 [ hima | orang,

jumlahnya harus ganjil. o . tidak boleh lebih
t Anggota Majelis Kode Etk U ;
(3) Jabatan dan/atau pangia v ASN yang diperiksa Yang disangka

rendah dari jabatan dan pangkat :
melanggar Knie Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sami

dengan ASN yang dipenksa,

sal 12, terdiri

maka

Pasal 14 - )
Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis ind?nﬁﬁﬁ
kepada Pejabat yang berwenang sebagai baban dalam memberikan ﬂﬂ;:l dﬂ; s
dan/atau Sanksl Administratif kepada ASN yang melangear Ko
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2]

Pasal 15
Majelis Kode Etik meémpunyal tugas, o . B
a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kaode Eri o i
b, Membuat rekomendasi pesnberian sanksi moral dan tindakan administrati
kepada Pejabat yang berwenang;dan _ ;
c. Menyampaikan putusan sidang Majelis kode Etik kepada Pejabat yang
berwenang. :

Paszal 16

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

a. Memanggil pegawai untuk di dengar keterangannya sebagai terlapor, .

b. Menghadirkan Saksi untuk di dengar keterangannya guna kepentingan
pemeriksann;

c. Mengajukan pertanyvaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenal
sesuaty  vang diperlukan dan berkaitan dengan dugsan pelanggaran vang
dilakukan aleh terlapor,

d. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukts atau tdak terbuktl melakukan
pelanpgaran;

e. Memutuskan /menetapkan  sankst  jka terlapor terbuktn melakukan
pelanggaran Kode Etik;

. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratil

Pasal 17
(1} Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:

a. Melaksanakan koordinesi dengan anpggota Majelis Kode Etik untuk
mempersiapkan pelaksanaan sidang denpan mempelajari dan meneliti
berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;

b. Menentukan jadwal sidang ; menentukan saksi-saksi yang perlu didengar
kererangannya;

c. Memimpin jalannyva sidang;

d. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;

e. Mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik
maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;

i. Menandatangani putusan siding , membacakan putusan sidang dan
menandatangani berita acara sidang

(2] Wald]l Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan:

&
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c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis Kode Etik;dan
d. Menandatangani berita acara sidang.
(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:
- Menyiapkan administrasi persidangan;
- Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapar,
. Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
- Menyusun berita acara sidang;
- Menyiapkan konsep putusan sidang;
Menvampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
. Membuat dan menginmkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor;
dan menandatangani berita acara sidang
(4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
a. Mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang:
b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun
tdak;dan
c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan
dilapangan bila diperiulkan.

g 0 OO0 O

Pasal 18
(1) Anggota Majelis Kode Etik vang tidak setuju terhadap putusan sidang harus
tetap menandatangani putusan sidang.
(2] Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditvangksn dalam
berita acara sidang.

Pagal 19

(1} Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri aleh terlapor
setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut,

(2] Pangeilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu
antara sural panggilan pertama dan surat panggilan bertkutnya selama 3
{tiga} hari kerja.

(3; Eidd.'l'.lg MELjE]'iE'- Kaode Etik LETAD memberikan putusan .l?.lf!zl;ﬂ:g wa]gupuﬂ 'D."'."I'LE.PEII
tidak hadir dalam sidang.

(4] Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR; PENGADU DAN SAKSI

Pasal 20
(1] Terlapor berhak :

a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan
sidang;

b. Menerima salinan berkas laporan /pengaduan baik sendiri -sendir maupiin
bersama - sama paling lambat 3 [tiga) har sebelum dilaksanakan sidang;

e, Mengajukan pembelaan;

d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan:

e. Menerima salinan putusan siding 3 (tiga] hari setelah keputusan
dibacakan; dan

f. Mendapatkan perlindungan administratif,

(2] Terlapor berkewajibarn:

a. Memenuhi semua panggilan;

b. Menghadiri sidang;

c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis
Kode Etik ;memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang
Majelis Kode Etik;

d. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan

&, Berlaku sopan.
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Fasal 21
(1) Pelapor/Pengaduberhak:
8. Mengetahui tindak lanjut laporan, pengaduan vang disampaikan;
b, Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
¢, Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;dan
d. Mendapatkan perlindungan adeministratif.
(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
&, Memberikan identitas secara jelas;
b. Memberikan laporan/ pengaduan yang dapat dipertanggung jawabkan;
¢, Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada
pejabat yang berwenang;
d. Memenuhi semua panggilan:
e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode
Etik; dan
f. Menaati semua ketentuan yvang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 22
(1) Saksi berhak mendapat perlindungan administraril,
(2) Saksi berkewajiban:
Memenuhi semua panggilan;
Menghadin sidang;
Menjawab semua pertanyaan yang digjukan oleh Majelis Kode Etik;
Memberikan keterangan vang benar sesuai denpan vang diketahui tanpa
dikurangi maupun ditambah:
Menaati semua ketentuan vang dikeluarkan olch Majelis Kode Etik; berlaku
SOpan.

e om

L]

Pasal 23
{1} Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik
dapat merekomedasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat
yang berwenang,
(2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetaphkan sesuai dengan
Peraturan Bupati ini,

BAB IX
SANKSI

Paragraf 1
Sanksl Moral

Pasal 24

(1) ASN yang melaliukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral,

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan
dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

(3] Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada avat (1) berupa:
a. Pernyataan secara tertutup;atau .
b, Pernyvataan secara terbuka

(4} Pernyataan secara tertutup scbagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a
disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanyva
diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan
syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dardi ASN yang
bersanghkutan,

[3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat [3) huruf boleh
Pejabat vang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui:
a. Forum pertemuan resmi ASN, .
b. Upacara bendera;

¢. Papan pengumuman
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{6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASHN,

{7} Pejabat sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat mendelegasikan
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain
dilingkungnnya sekurang- kurangnya pejabat struktural eselon IV dan
pangkatnya minimal sama dengan ASN vang diperiksa.

Pasal 25
ASN vang melakukan pelanggaran Kode Etik sclain dikenakan sanksi moral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan
administrative sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas
rekomendasi Majelis Kode Etik.

FParagral 2
Sanksi Administrasi

Pasal 26
Sanksi Administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik
dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BABR X
HKEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 27

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa ASN yang
disangka melanggar Kode Erik.

(2] Majelis Kode Etik mengambil kepurusan serelah ASN vang bersangkutan
diberi/kesempatan membela diri

[3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil sscara musyvawarah mufakat.

(4] Dalam hal musyawarah mufakat sebagnimana dimaksud pada avat {3) tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

12 Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final,

BAR XI
REHABILITAS]

Pasal 28
(1] ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis
Kegle Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik,
maka direhabilitasi nama baiknya.
(2} Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Majelis Kode Etik.

BAR XII
PELAKSANAAN

Pasal 29
Pelaksanaan, Pengendalian dan Penpawasan Kode Etik dilakukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang membidang manajemen ASN

BAB XIII
PEMBIAYTAAN

Pasal 30

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada APBD Kabupaten Mamuju.

Dipindai dengan CamScanner



BAB XTIV
KELENGHAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 31
EEIE“EREFEH_ administrasi penegakan Aturan Perilaku/Kode Etik tercantum
dalam LE-'{"lF”'ﬂﬂ 1, Lampiran 11, Lampiran [Il,Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran
VI, Lampiran VII, Lampiran Vill, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI dan

Lampiran XIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB XV
HKETENTUAN FERALIHAN

Pasal 32
Kode ET:ik Individu dan atau/Profesi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah
yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupatl ini, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN FENUTUP

Fasal 33
Agar sehap orang mengeiahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 27 Juli 2018

BUPATI MAMUJU

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 27 Juli 2018
e

[ W
H. BV]IB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMLUJLU TAHUN 2018 NOMOR 648

kD
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJIU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

HODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU

PENJELAS UMUM

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan sanpat di
pengaruhi oleh kesempumaan pengabdian aparatur negara. Aparatur Sipil
Negara adalah merupakan unsur aparatur negara vang bertugas memberikan
pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat.

Pembinaan jiwa korps akan berhasil denpan baik apabila diikuti dengan
pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-har pegawai
negen sipil,

Dengan adanya kode etik bagi aparatur sipil negara dimaksudkan sebagai
baglstndan upaya meningkatskan kualitas aparatur sipil negara dalam
melaksanakan tugasnyva,

Dalam pe raturan Bupati ini diatur mengenai nilai - nilai dasar yang
terkandung di dalam pembinaan nwa korps dan kede etik vang memuat
kewaj!han_ aparatur sipd negara terhadap negars dan p-:mc}inmh, terhadap
arg:mlsam.l terhadap masyarakar, terhadap din sendiri dan terhadap sesama
aparatur sipil negara, serta penegakan kode etik, -

PASAL DEMI PASAL
Pazal ]
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pazal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Paszal 6
Hurufa
Eﬁﬁaﬁf‘ﬁﬁiﬁfﬂm mn:; et Legawai negeri sipil wajib :
Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan ey o Mengamalkan

2. Selalu bervisaha nkdk ek upan :Sl:hi!ﬂ'i_-hﬂ,ri_'.
i ; perdalam penpetahuan te tang
negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencanga Pemzﬁnmhh“lu'm
pelaksanaan tugas. dalam

Untuk melaksanakan etika ini setin - —
P Pegawai ne T
pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, | fioan. daf':&ri;fi al':-_‘a]th dalam

_—___
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1. Menjunjung tinggl tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Tidak membeda-bedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar
Golongan [SARA);

3. Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika inisetiap pegawai harus mentaati Sﬂlﬂ;ﬂlﬂ
ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan
masalah agar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai negen sipil wajib:

1. Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan
tugas;

2, Selalu menghindarkan dirl dar perilaku vang dapat menyebabkan
timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN,

Huruf '

Untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib

1. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara,

2. Bersikap jujur dan bertindak transparan;

3. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

4. Menggunakan daya dan upaya vang maksimal agar tidak rterjadi
kesalahan vang dapat menvebabkan kerupgian negara;

3, Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknva dalam waktu yang
tersedia schingea hasil kerja dapat dimanfaatkan sccara optimal.

Hurufl g .

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

1. Memanfaatkan sumber dava negara hanva untulk kepentingan dinas dan
tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, stau golongan;

?. Berusaha mencan alternatil vang terbaik agar sumber dayva negara vang
tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besamya untuk
kepentingan bangsa dan negara.

Hurufl h
Untuk melaksanakan etika ind, setiap pegawai wajily
1. Dhlarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat

dipertanggungjawabken kebenarannya;
2, Wajibh bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnyva, tidak menambah
. atau mengurang foakta vang ada, yaitu berdasarken pada bulsti-hakti
vang sah, lengkap, dan akurat.

Pazal 7

Hurufa

Untuk melaksanakan etika ini, sctiap pegawai!

1. Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan; )

2. Dilarang menerima  dan/fatau memberikarn imbalan dalam  bentuk
gpapun, dari dan/atau kepada pihak-pinak yang aecara langsung
ataupun tidak langsung terkait penugssan terasbut;

3, Dilarang menyvalahgunakan wewenangnya sebagai pegawal negeri
dengan tujuan untuk memperkaya/ menguntungkan diri sendir/pihak
lain;

4. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-
undangan, ketertiban umum danfatau kesusilaan.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan

danjatas tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara Yyang

diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan,

[}

B, ¥
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atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan Perundang-

Undangan. Termasuk didalamnya, tidak memberi jalan atau memberi

kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk

mengetahui rahagia jabatan frahasia negara.

Huruf ¢

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

I. Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh
atasan  yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang
diwajibkan kantor: :

2. Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas,
dan dengan izin atasan yang berwenang; -

3. Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas,
dan dengan izin atasan yang berwenang;

4, Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;

3. Wajib mematuhi/menaati ketenituan jam kerja.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

1. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

2. Membangun semangat kerja dan menggunakan wakw kerja yang
efektif;

3. Menjaga kebersihan lingkungan kera masing-masing;

4. Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik- baiknya, sesuai
dengan tanggungiawab masing-masing.

Huruf &

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

l. Dapat berkomunikasi secara persuasive dengan unit kerja lain dan
dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingza tugas  dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas
yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin unit
kerja lain;

3. Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan  unit keda  lain,
namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang
diembannyva;

4. Bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan
unit kerja lain dalam kelancaran tugas:

5. Dilarang memberikan perintah-perintah  nok kepentingan pribadi
kepada unit kerja lain;

6. Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan
obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain:

7. Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian  umur,
pangkat, dan jabatan unit kerja lain.

Huruf {

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Bersedia mempraktikan pengetahuan  dan pengalaman, [baik
pengalaman diri sendid maupun pengalaman orang lain] untuk
menyelesaikan tugas;

2. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efekef:

3. Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya
dalam melaksanakan tugas.

Huruf g

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai

1. Wajib memberikan pelavanan sesual dengan standar operating
procedure {30OF);

2, Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan vang resmi;

3. Wajib menggunakan waktu secara efektif;

4, Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

Huruf b iy

I¥
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Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap
permasalahan yang dihadapi;

2. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan

Hufur?t;ussmnal (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).

Untuk melaksanakan etika ini, seti wai;

1. Memliki rasa ingin tahur }’N‘:Eéz TI]EHEEI dan penuh minat/perhatian
terhadap pekerjaannya; .

2. J""'l"::'T‘.I'-"--'Il"l.'i"ﬂ-i inisiatil dan memiliki kemauan keras untuk belajar
memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya

Pasal 8

Huruf a

Untuk melakzanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Sebaiknya tidak mengpunakan kendaraan mewal; )

2. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-han agar
tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat i

3. Dilarang menggunakan lebih dar saw fasilitas jabatan yang sejenis,
antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.

Huruf b

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-har, harus selalu
rendah hati (tidak sombong), tengeang rasa, dan tidak merendahkan

pihak lain, atav masyarakat;

2. Menggunakan pava bicara vang wajar, tidak berbelit-belit, dan
menguasal pokok permasalahan;

3. Menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-
bentak atau pun dibuat-buat,

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai;

1. Wajib memberikan informasi mengenai pelavanan
kepada masyvarakat dengan transparan

2, Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelavanan kepada
masyvarakat, vaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;

3. Wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan

wmum diatas kepentingan prnbadi atau golongan;

4, Dilarang melanggar ketentuan atau peratuan perundang- undangan

vang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang,

Atau organisasi tertentu.

Huruf d .
Untuk melaksanakan etika ini, setap pegawat:

I. Peduli terhadap kejadian - kejadian yang terjadi di masyarakat;

2. [kut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;

3. Selalu menjaga kebersihan;
4. Memberikan tela dan yang baik kepada masyarakat.

Huruf e
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat
kehijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternative tindakan,

yang pada akhirmya berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

vang diberikan

-

Pasal 9
Hurufa I :
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
1. Menyadari bahwa setiap perbuatanuya akan di pertanggung
jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu

harus menyatakan sesuatu sesuai dengan  keadaan yang

|
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sebenamya, tidak menambah maupun mengurangi fakta Yang

ada;
tuk apa pun, yang

2. Dilarang menerima segala sesuatu, dalam ben i ‘
bukan halmya, ataupun memberikan sesuatu, Yang ape
mempengaruhi, atau mengurangi objektivitas;

3. Tidak bersifar munafik; i

4.  Bersedia/berkemauan menerima serta menye

usulan /saran/petunjuk pihak lain;

Luwes, dapat, dan bersedia/berke

dengan orang, yang kedudukannya

vang lebih rendah.

Huruf b _

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

1. Menyadari bahwa tugas pengabdiannya kepada bangsa, Negars,
dan masyarakar Indonesia, melalui kiprahnya di Imgkung{lt'i
Pemerintah Kabupaten, bila dilakukan dengan ikhlas dan £/%
vang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau iba
kepada Tuhan Yang Maha Esag;

2. Bersedia/berkemauan menggunakan
evaluasinya; . . ,

3. Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tnggl,
setara, atau lebih rendah secara proporsional

4. Mewaspadai setiap informasi yang diterima
dipengarihi;

5.  Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat I:IHI‘-EIEEEI-II'REI'I
pertimbangan-pertimbangan vang rasional dan prinsip k‘ﬂﬂd'lﬂml

6. Bersedia/ berkemsuan mencari jalan keluar dalam menghadap
kesulitan;

7. Mempunvai kepercayaan din yvang kuat, namun tetap
mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain,

8,  Wajib menvelesaikan permasalahan  secara  wajar, Aanpa
melanggar ketentuan yang berlaku.

Huruf c

Untul melaksanakan etika ini, setiap pegawali:,

1.  Wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas kepentingan
pribadi, kelompok, maupun golongan,;

2. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok
lain;

3. Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan,
dan kelompok lainnya.

Huruf d

Untuk melaksanakan etika ini, sctiap pegawai:

1. Mempunyal inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa
diperintah, atau tidak bersifat menunggu;

2. Bersedia mengikut program pelatihan vang diselenggarakan
instansinya atau instansi lain; _

3. Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, vang
herhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban

fUgASNVA.
Huruf &
Untuk melaksanakan etika ini, setap pegawai:
1. Tidak di intimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena
tekanan yang dilakukan oleh orang . lain @ untuk

mempengaruhi sikap dan pendapatnya;

mauan untuk herinteraksi
lebih tinggi, setara, atau

L

daya analisis dan

dan tidak mudah

2, Berani menghadapi vesike yang berhubungan dengan

pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal vang
menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakuakan:

[

Dipindai dengan CamScanner



anaknyi, 5.
Wajib menghindarkan diri dari perbual
merupakan pengkhianatan terhadap p
perselingkuhan dan sejenisnya.
Huruf h
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai: ¥ -y
1. Sederhana dalam kehidupan sehar-bari; ’
2. Berpakaian sederhana, rapi dan sopan sesual dengan
3. Bersikap dan bertingkahlalku sopan. 3
al 10 .
Huruf a § g
Untuk melaksanakan stika ini, setiap pegawai: s
1. Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai laing
2. Dilarang membeda-bedakan pegawal berdasarkan SARA;
3. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk
agama, kepercavaan lain; 3 T
4. [Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
5. Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk
ggama,/ kepercayaan lain.
Hurufb
Untulk melaksanakan etika ini, setiap pegawali:
1. Dilarang melakukan intdmidasi terhadap pegawai lain;
‘2, Dilarang melakukan tindakan vang mengancam H!hiﬂupun
pegawal lain;
'3, Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara
~ sesama pegawal, i
‘4.  Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok,
~ maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah Keterlibatan
~ dalam politik praktis;
5 Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan
. pegawsi.
- Hur !
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
& i W:Ijlh menghormati hak asasi manusia SCSAMA pegawal;
2, Wajib menghormati seluruh  pegawai, tanpa membedakan
 jabatannya;

L

|

# -IM- 1
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3. Memandang se)
B, u "
tidak membedal, " pegawai neger memiliki derajat yang sama,
~Unit keria fin e PegAWai berdasarkan:
=Ti H#/instans; asal searan s .Eu':
" E:i?ikat Lnttlﬂktuajl.fpgn did ikanﬁ }].:’:E'.Elwm,
: ang me X
pegawai di haﬂmpem“[”k“ dan menjelek-jelekkan sesama
5. Mﬂmihl-:;i [-l'_l:m apan F'EEE.‘P-'EI_E Iﬂinn}?ﬂ:
b MEﬂEhﬂnnauauam untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
telah bﬁrakh[rmg%ﬂiegawﬁia termasul kepada pegawal yang
tin F] ¥
7 Be : ¥a (pensiun); _
8. Mell;uuﬁ{i}::a;? tuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
9. Wajibm aliri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
10 Dilaran ;ﬂé:;iil: kan diri/mengendalikan emosi;
: " asn - —
tujuan pribadinya. amakan sesama pegawai untuk ]
Huruf d
Tntugglg?:ﬂsﬂﬂikﬂﬁk;tmﬂ ira, seliap pegawai:
' memberikan sikap positi iap pendapat YAng
muncul: P postif terhadap setiap p pat ¥
: MEﬂgh- : ﬂmda.p?“ orang lain yang lebih ahli dalam bidang
T, Stm]a,h dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
3. Wajib  menghindari perbedaan pendapat vang berakibat

perpecahan;

4. Menjadikan perbedaan pendapat sebapai keragaman YANg
menguntungkan.

Huruf e

Untuk melaksanakan etika ini, setia pegawai:

[, Wajib bertdndak secsuai dengan peraturan kepegawaian vang
berlaku;

2, Dilarang mcnernima imbalan, dalam bentuk apapun dari mitra
kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun
gatelah melaksanakan tugas;

3. Mewaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil Apapun
dan dalam bentuk apapun, baik bends maupun jasa yang akan
dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam
melaksankan tugas,

a. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan
martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan
malam yang tidak bermoral, dan sebagainva, kecuali untuk
kepentingan tugas; .

5. Dilarang melakukan tindakan r:LeJE!.W-El.j hukum dan susila,
seperti judi, pelecehan seksual, porncaksi dan/fatau pornografi,
dan semacamnya; .

6. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-
obat terlarang. _

7. Tidak meminum minuman keras, ..

8  Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religl.

Hluru!' [ ; ) i
etika ini, setiap pegawai:
[fntug: ?Elﬂj;s?]:;;i{;::ﬂﬂnlﬂ secara sehat dcng&? pl.-:gawai lain
2. Dai ggumclalmunakan tugas dan mencapal tujuan;
i alam e il pﬁﬁnﬂﬂﬂ]ﬂaﬂ yang relevan dalam tugas
3. iﬁ;ﬁfﬁ:n dengan mengutamakan  penggunaan  bahasa
Indonesia; , . ' ing mengenai pe
. an informasi penting g pPermasalahan
e T D I
vang SAmA; rbantu pﬂgﬂ“ﬂi lain yang mendapat kesulitap

5. Bersedia m ai
dalam melaksanakan UEAsTY
(i)
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6. Wajib mementingkan kepentingan organisas:, di atas

7. Kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan: pn, dan

g. Wajib menghormat kepentingan pribadi. golongart:
kelompok lain; :

9. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi.
dan kelompok lainnyva;

10, Dilarang mencela hasi] peckerjaan pegawai laim:

11. Memberikan apresiasi positif terhadap keherhasia

12, Bersedia membantu sesama pegawail, dRiam I'.'.ni P Wi
kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika Pess 'n‘dJ;.I-l’ETI

13. Bersedia menerima saran, krtik vang schat, atau @
korekul dari sesame pegawai; b

14. Mendorong sesame pegawai untuk bertanggung Jawa
tugasnya masing-masing;

15. Mengingatkan sesama pegawai uniuk sclalu
aturan Pll:l'ilﬁ.!{u int, dengan cara vang bijaksan

Huruf g

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawal.

1 Wanb menjads angpota RKorps  Pegawa I'{-“'T!I'I.:Ilﬂtk
(Korpri];

2.  Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;

3. Memperoleh hak-hak sebagai angsots

Eﬂiﬂﬂ gan.

Tis
n OTang s
i Iﬂgkﬂ e i

pada

men il pada

Indonesia

Fp_s.al 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Z Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
—ukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pazal 25
Cukup jelas

Fasal 26
Cukup jelas
Pasaja7 |
Cukup jelas
Pasal2g

i: ;
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Cukup jelas
Pasgal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Fasal 32

Culkup jelas
Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR
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